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ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) PKPU Nomor 5 Tahun 

2017, bahwa pelaksanaan audit dana kampanye sebagai tujuan audit kepatuhan 

untuk menilai kesesuaian pelaporan dana kampanye dengan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur tentang dana kampanye. Untuk maksud 

tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Wajo Tahun 2018. 

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011; 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana terakhir diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011; 

PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan atas PKPU Nomor 1 Tahun 2010; 

PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 

Tahun 2008; PKPU Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 

Nomor 2 Tahun 2018; PKPU Nomor 5 Tahun 2017; Keputusan KPU Kabupaten 

Wajo Nomor : 082/PP.02.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/I/2018; Keputusan KPU 

Kabupaten Wajo Nomor : 192/PP.02.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/II/2018. 

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik 

Untuk Melakukan Audit Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye 

(LPPDK) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018. 

CATATAN:  - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Februari 2018 

- Lampiran (-). 
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